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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hukum terhadap perjanjian kredit yang dibakukan
oleh Bank Panin Cabang Gejayan masih menggunakan klausula baku dalam
penetapan dan perhitungan dengan bunga mengambang karena pihak bank
merasa perlu melakukannya untuk mempermudah dan mempersingkat waktu
berjalannya suatu perjanjian.

Pencantuman klausula baku dalam perjanjian kredit di Bank Panin Cabang
Gejayan tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat
(1) yang pada kenyataannya di dalam perjanjian kredit di Bank Panin masih
terdapat beberapa klausula baku yang dilarang undang-undang tersebut.
Seperti klausula baku yang menyatakan tunduknya pihak konsumen atau
nasabah debitur pada peraturan yang berupa aturan baru atau lanjutan,
klausula tersebut biasanya berkaitan dengan ketentuan bunga kredit yang
“mengambang” Bank Panin beralasan bahwa hal tersebut dilakukan untuk
menyesuaikan tingkat bunga Bank Indonesia yang sewaktu-waktu bisa
berubah dan Bank mau mengambil resiko kerugian atas kredit yang telah
mereka berikan.

Klausula baku yang menyatakan pemberian hak kepada pelaku usaha
untuk mengurangi manfaat jasa juga masih terdapat di dalam perjanjian

kredit, klausula baku tersebut adalah klausula yang dilanggar di dalam
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perjanjian kredit perbankan. Sedangkan ketentuan klausula baku yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42
Pasal 18 ayat (2) mengenai bentuk dan letak, dapat dikatakan bahwa dalam
perjanjian kredit Bank Panin, hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat
(2) dikarenakan dalam bentuk penulisan tidak sesuai dengan format yang
kecil dan di letakkan pada sisi yang kurang diperhatikan oleh nasabah bank.
Dengan adanya hal-hal di atas upaya perlindungan bagi konsumen atau

nasabah bank masih sangat minim dilakukan oleh pihak Bank Panin selaku
pelaku usaha. Usaha bank untuk memberikan solusi bagi nasabah dengan
surat peringatan dan pemberitahuan awal yang dilakukan oleh bank tidak
dapat mencakup pengaturan akan hubungan dan masalah antara pihak Bank
Panin dan nasabah bank, terutama jauh dari kata sesuai dengan ketentuan
dalam Undang — undang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat (10) Undang —
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengartikan
secara cukup luas, yang terwujud dalam perkataan: “segala upaya yang
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada
konsumen”.
Saran

Untuk memaksimalkan berlakukanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 42 agar dapat berlaku secara efektif di masyarakat,

berhubungan dengan masih terdapatnya pelanggaran yang terjadi dalam
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perjanjian kredit Bank Panin cabang gejayan dalam pencantuman klausula

baku yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Oleh

karena itu, agar dapat berlaku secara efektif di masyarakat, hal yang perlu
dilakukan adalah:

1. Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan Indonesia diharapkan
membuat pedoman atau peraturan khusus yang mengatur mengenai
kalusula baku dalam perjanjian kredit yang dapat menjadi acuan bagi
bank-bank di Indonesia yang berfokus kepada kesetaraan dan
keseimbangan kedudukan diantara para pihak dalam kontrak baku. Selain
itu, Bank Indonesia diharapkan dapat melakukan pembaharuan sektor
keuangan dan pengawasan dalam pemberian saksi yang tegas atas
pelanggaran terhadap penggunaan kalusula baku yang dilarang.

2. Pemerintah dalam hal ini Departemen Perdagangan harus meningkatkan
sosialisasi serta pembinaan kepada masyarakat mengenai UUPK. Karena
selama ini masih banyak masyarakat yang tidak mengerti atau awam
mengenai perlindungan konsumen, terutama dalam hal hak-haknya yang
terdapat dalam UUPK.

3. Masyarakat juga harus lebih kritis jika membeli barang atau jasa tertentu.
Salah satunya dengan memperdalam pengetahuan tentang hukum
perlindungan konsumen. Dengan begitu, konsumen tidak akan dengan

mudah menerima ketentuan apa saja yang diberikan oleh pelaku usaha.
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Kuesioner

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS PENCANTUMAN
KLAUSULA BAKU DALAM PENETAPAN DAN PERHITUNGAN BUNGA KPR
DI BANK PANIN YOGYAKARTA CABANG GEJAYAN KABUPATEN SLEMAN

( STUDI KASUS PADA NASABAH BANK PANIN CABANG GEJAYAN )

A. IDENTITAS
NAMA
ALAMAT
USIA
JENIS KELAMIN

STATUS PERKAWINAN :

B. PERTANYAAN

(* Beri lingkaran sesuai dengan jawaban yang anda pilih )

1. Apakah Bapak/ Ibu nasabah Bank Panin pengguna jasa KPR?
YA TIDAK
2. Bagaimana pendapat Bapak/ Ibu mengenai bunga mengembang dalam

Perjanjian KPR?



. Apakah Bapak/Ibu merasa dirugikan dengan adanya pencantuman
klausula baku dalam perjanjian KPR??

YA TIDAK

Bagaimana menurut Bapak/lIbu mengenai adanya ketentuan dalam UUPK
mengenai klausula baku dalam kaitannya dengan ketentuan yang terdapat
dalam perjanjian kredit?
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bunga mengambang dalam kontrak perjanjian tersebut?

YA TIDAK

. Apakah bank memberikan perlindungan bagi nasabah dalam hal perjanjian
yang telah disepakati?

YA ADA TIDAK ADA



8. Apakah bank menyampaikan perjanjian kredit tersebut secara jelas dan
benar ?
YA TIDAK
9. Apakah Bapak/lIbu merasa ada hal-hal yang di tutup-tutupi atau
dirahasiakan oleh Bank sehubung dengan kontrak perjanjian?

YA ADA TIDAK ADA

10. Apakah Bapak/lbu mengerti secara kesulurahan akan apa yang
diperjanjikan dan telah ditulis dalam akta perjanjian tersebut?
C. YA TIDAK
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